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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

   Alif ا

 ba’ B Be ب

 ta' T Te خ

 sa' Ś s (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal ẓ zet (dengan titik diatas) ذ

 ra' R Er ز

 Z Z Zet ش

 S S Es ض

 Sy Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 T ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘  koma terbalik (diatas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 M M Em م
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 Nun N En ن

 Waw W We و

 ha’ Ha Ha ه

 Hamzah ~ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

Contoh : نصل = nazzala 

 bihinna =  تهن  

III. Vokal Pendek 

Fathah (o`_ ) ditulis a, kasrah (o_ ) ditilis I, dan dammah (o _ ) ditulis u. 

IV. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-

masing dengan tanda penghubung (~ ) diatasnya.  

Contoh :  

1. Fathah + alif ditulis a, seperti  فلا ditulisfala. 

 2. Kasrah + ya’ mati ditulis I seperti :تفصيل, ditulis tafsil. 

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصىل ,ditulisusul. 

V. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai الصهيلي ditulis az-Zuhaili 

2. Fathah + wawu ditulis au الدولح ditulis ad-Daulah 

VI. Ta’ Marbuthah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah 

diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali 

bila dikendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: تدايح الهدايح ditulis bidayah 

al-hidayah. 

VII. Hamzah 

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang 

mengiringinya, seperti أن ditulis anna. 
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2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شيئ 

ditulis syai,un. 

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi 

vokalnya, seperti زتائة ditulis raba’ib. 

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , 

) seperti تاخرون ditulis ta’khuzuna. 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti الثقسج ditulis al-Baqarah. 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti denganhuruf syamsiyah yang 

bersangkutan, seperti النساء ditulis an-Nisa’. 

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya,  seperti 

 .ditulis ahlu as-sunnah أهل السنح  ditulis zawi al-furud atau ذوي الفسود  :
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MOTTO 

 

              

           

   
 

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas 

(perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar 

kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada 

tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

(QS. al-Baqarah: 256) 
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ABSTRAK 

 

Faiqoh. NIM 5120018. 2022, Judul Penelitian “Pembagian harta waris beda agama di  

Kabupaten Tegal (Studi Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang, Desa 

Dukuhwringin, Kecamatan Slawi), Tesis Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam, 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen Pembimbing : 

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag dan Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag 

Kata Kunci : Pembagian, waris, beda agama 

 

Tesis ini membahas tentang Pembagian harta waris beda agama  

Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin,  Kecamatan 

Slawi, Kabupaten Tegal. Penulisan ini diinspirasi adanya kenyataan bahwa 

menurut hukum Islam ahli waris yang beda agama tidak berhak mendapatkan 

harta waris dari pewaris, demikian pula menurut ajaran Hindu anak yang beralih 

agama menjadi hilang hak warisnya. Tetapi di pedukuhan Jomblang, mereka yang 

berbeda agama tetap mendapatkan harta waris. Hal ini jelas terjadi  perbedaan 

antara teori dan praktk, antara idealitas, harapan (das sollen) dan realitas, 

kenyataan (das sein).  

Atas dasar pemikiran tersebut, maka permasalahannya adalah 1). 

Bagaimana praktik pembagian harta waris beda agama di pedukuhan Jomblang 

desa Dukuhwringin Kec.Slawi?  2). Mengapa masyarakat pedukuhan Jomblang 

desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupatena Tegal melakukan praktik 

pembagian harta waris beda agama? Tujuan yang ingin dicapai pada pembahasan 

tesis ini adalah 1). Mendiskripsikan dan menganalisis  praktik pembagian harta 

waris beda agama keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang Desa 

Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang bertentangan dengan 

aturan waris menurut hukum Islam maupun hukum Hindu. 2). Mendiskripsikan 

dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembagian harta waris beda 

agama di pedukuhan Jomblang tersebut.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

antropologi hukum. Objek antropologi hukum adalah perilaku hukum dari 

manusia, sedangkan sasarannya adalah norma-norma hukum yang dipakai oleh 

anggota masyarakat pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin dalam melakukan 

pembagian harta waris beda agama. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan observasi, wawancara dan diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh 

agama dan ahli waris/anak penerima harta waris beda agama.  Peneliti berupaya 

memotret sejelas dan seobyektif mungkin ddalam melakukan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Masyarakat Pedukuhan Jomblang Desa 

Dukuhwringin melaksanakan praktik pembagian harta waris tanpa melihat perbedaan 

agama, artinya perbedaan agama pewaris dengan ahli warisnya tidak menjadi penghalang.  

Bagian-bagian tiap ahli waris sama rata antar ahli waris, baik yang seagama atau tidak, baik  

anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dasar yang dipakai adalah mempertahankan 

budaya dan tradisinya demi kerukunan, musyawarah,  dan kedamaian dalam keluarga dan 

masyarakat.  2). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya  pembagian, harta 

waris beda agama meliputi faktor minimnya pengetahuan agama,  faktor menjaga  

kerukunan  keluarga dengan pola interaksi sosial dan adaptasi  serta faktor adat dan budaya. 
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ABSTRACT 

 

Faiqoh. NIM 5120018. 2022, Research Title "Division of inheritance of different religions 

in Tegal Regency (Islamic-Hindu Family Study in Jomblang Hamlet, Dukuhwringin 

Village, Slawi District), Postgraduate Thesis of Islamic Family Law Study Program, State 

Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor : Prof. Dr. H. 

Makrum, M.Ag and Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag 

Keywords: Division, inheritance, different religions 

 

This thesis discusses the division of inheritance between different religions for 

Muslim-Hindu families in Jomblang Hamlet, Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal 

Regency. This writing was inspired by the fact that according to Islamic law, heirs of 

different religions are not entitled to inherit property from the heir, as well as according to 

Hindu teachings, children who change religion lose their inheritance rights. But in 

Jomblang hamlet, those with different religions still get inheritance. It is clear that there is a 

difference between theory and practice, between ideals, expectations (das sollen) and 

reality, reality (das sein). 

On the basis of this thought, the problem is 1). How is the practice of dividing the 

inheritance of different religions in the Jomblang hamlet, Dukuhwringin village, Slawi 

district? 2). Why do the people of the Jomblang hamlet, Dukuhwringin Village, Slawi 

District, Tegal Regency practice the distribution of inheritance between different religions? 

The objectives to be achieved in the discussion of this thesis are 1). To describe and analyze 

the practice of dividing the inheritance of interfaith Muslim-Hindu families in Jomblang 

Hamlet, Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal Regency which is contrary to 

inheritance rules according to Islamic law and Hindu law. 2). Describe and analyze the 

factors that cause the division of inheritance between different religions in the Jomblang 

hamlet. 

This research is a qualitative research with legal anthropology approach. The object 

of legal anthropology is the legal behavior of humans, while the target is the legal norms 

used by members of the Jomblang hamlet community, Dukuhwringin Village in 

distributing inheritances of different religions. Data collection techniques using observation, 

interviews and discussions with community leaders, religious leaders and heirs/children 

who receive inheritance from different religions. Researchers try to take pictures as clearly 

and as objectively as possible in conducting research. 

The results showed that 1). The people of Dukuh Jomblang, Dukuhwringin 

Village, carry out the practice of distributing inheritance regardless of religious differences, 

meaning that the religious differences between the heirs and their heirs do not become a 

barrier. The shares of each heir are equal between heirs, whether they are of the same 

religion or not, whether they are sons or daughters. The basis used is to maintain culture and 

traditions for the sake of harmony, deliberation, and peace in the family and society. 2). 

While the factors that cause the division of inheritance of different religions include the lack 

of religious knowledge, the factor of maintaining family harmony with patterns of social 

interaction and adaptation as well as customary and cultural factors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Masyarakat di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Dukuhwringin 

Kecamatan Slawi merupakan  masyarakat heterogen. Berbagai macam 

agama ada di Desa Dukuhwringin., yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Hindu.  

Dukuwringin mempunyai 4 (empat ) pedukuhan  salah satunya adalah 

Pedukuhan Jomblang atau Dukuh Jomblang. Di Pedukuhan  Jomblang 

inilah peneliti melakukan penelitian dimana ada dua agama  besar yakni 

Islam dan Hindu. Kedua agama tersebut masing-masing banyak pemeluknya 

dan tentu saja banyak juga pengaruhnya pada perilaku  kehidupan 

masyarakatnya.   Menjadi sebuah kenicayaan adanya interaksi, komunikasi, 

hubungan akrab sampai terjadi perkawinan beda agama. Artinya perkawinan 

antara dua orang yang asalnya berbeda agama, menadi satu agama. Karena 

di  Indonesia tidak ada ruang untuk Perkawinan beda agama maka solusinya 

adalah salah satu calon pengantin harus masuk atau pindah pada agama 

pasangannya. Sehingga yang semula berbeda agama menjadi satu agama. Di 

Pedukuhan Jomblang dalam waktu 10 tahun terakhir ada 10 orang yang 

pindah agama.
1
  

Perpindahan agama anaknya yang mau menikah tidak serta merta 

membawa orangtuanya berpindah agama sehingga pada saatnya orang tua 

                                                      
1
 Sultono, Perangkat Desa Dukuhwringin,, Wawancara ( Dukuhwringin,25 Oktober 

2021). 
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meninggal dunia, agamanya berbeda dengan agama anaknya. Oleh karena 

itu  disini terjadi  pembagian harta warissbedaaagama antara pewaris yang 

beragama Hindu kepada anaknya yang beragama Islam atau sebaliknya   

Jadi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya tetap mendapatkan harta 

waris. 
2
  

Perbedaan agama disini yaitu antara pewaris dan ahli warisnya tidak 

memeluk agama yang sama tetapi berbeda agama dalam hal ini agama Islam 

dan Hindu. Namun tetap mendapatkan bagian harta waris. Menurut 

keterangan dari para ahli waris (Waheni dan Susiati) bahwa perbedaan 

agama tidak menjadikan hubungan darah putus sehingga pembagian harta 

warispun tetap berjalan dan sama tidak ada perbedaan antara yang satu 

agama ataupun beda agama. Karena anak tetaplah anak, bukan orang lain, 

begitu mereka menyebutkan alasannya. Anak yang sudah berpindah 

agamapun diharapkan tetap menjalankan kewajibannya yaitu mengurus dan 

mendoakan orang tuanya dengan cara do‟a keyakinan masing-masing.
3
  

Hal senada juga ini disampaikan oleh ibu Taruni, istri dari pewaris 

bapak Wardjani, yang mempunyai anak berbeda-beda agama, beralamatkan 

Jl. Merbabu no. 29 RT. 002 RW.001 Dukuhwringin Kec. Slawi Kab. Tegal. 

Beliau mengatakan bahwa masalahapembagian harta warisaterhadap anak-

anakayang bedaaagamaaitu tetapadilaksanakan tidak ada perubahan 

walaupun anak atau orangtua sudah berubah keyakinannya, karenaaanak 

                                                      
2
 Sultono, Perangkat Desa Dukuhwringin,, Wawancara ( Dukuhwringin,25 Oktober 

2021). 
3
 Waheni dan Susiati, Ahli Waris beda Agama Desa Dukuhwringin, Wawancara ( 

Dukuhwringin,26 Oktober 2021). 
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adalahadarah dagingadariaorangtuanya yang suatu saat nanti akan merawat 

orangtuanya.  Dulu suaminya beragama Hindu sebagai pamengku kemudian 

masuk Islam dan meninggal dunia tetapi mewariskan hartanya kepada anak-

anaknya tanpa kecuali meskipun anaknya ada yang masih beragama Hindu 

yaitu yang bernama Susiati. yang mengiyakan dan membenarkan perkataan 

ibunya tersebut di atas. 
4
 Hal ini juga disampaikan tokoh agama Hindu Desa 

Dukuhwringin Sutarno, beralamatkan Jl. Merbabu no. 29 RT. 001 RW.001 

Dukuhwringin Kec. Slawi Kab. Tegal yang mengatakan bahwa orangtua 

boleh mewariskan harta terhadap anak yang sudah berbeda keyakinannya 

asalkan si anak nanti mau mengurusi atau melaksanakan kewajibannya 

sebagai anak walaupun sudah berbeda agama. 
5
  

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang 

benar jika masahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris Islam atau 

hukum waris KUH Perdata. Akan tetapi jika kita melihatnya dari sudut 

hukum adat,pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi 

perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. 

Perbuatan penerusan atau pengadilan harta dari pewaris kepada waris 

sebelum waris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerhan 

kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada 

waris. 
6
 

Pembagian harta waris beda agama tersebut di atas tentunya 

                                                      
4
 Taruni, Ibunda Ahli Waris beda Agama Desa Dukuhwringin, Wawancara 

(Dukuhwringin,19 Januari 2022). 
5
  Sutarno, Tokoh Agama Hindu Desa Dukuhwringin, Wawancara (Dukuhwringin,19 

Januari 2022). 
6
 Rosnidar Sembiring, Hukum Waris Adat, (Depok: Rajawali Press, 2021) Hal.15 



4 

 

 

bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan agama Hindu 

oleh karenanya peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan 

pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan spesialisasi 

dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia 

dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak 

hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan 

juga budaya perilaku manusianya. 

Lokasinepenelitian iniaadalah di Pedukuhan Jomblang Desa 

Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Dimana jumlah  

penduduk yang memeluk agama Islam sekitar 2.318 orang, dan yang 

memeluk agama Hindu 195 orang.
7
  Jumlah pemeluk Hindu 195 orang 

termasuk jumlah yang tinggi dibanding pedukuhan atau desa lain di 

Kabupaten Tegal yang hampir langka jumlah pemeluk agama Hindu. Pada 

penelitian ini peneliti mengambil sampel 6 (enam) kasus pembagian harta 

waris, wawancara dengan 9 (sembilan) informan utama dan 4 (empat ) 

informan kunci dan 2 (dua) informan tambahan. Atas pertimbangan lokasi 

yang sebelumnya belum ada penelitian dengan tema yang sama, maka 

peneliti sangat termotivasi  untuk melakukan penelitian lebih mendalam 

lagi. Dan peneliti pikir hal ini  memenuhi unsur kebaruan atau novelty, 

karena disamping budaya hukum yang unik, dalam  penelitian ini peneliti 

memakai pendekatan antropologi hukum.  

 

                                                      
7
 Sultono, Perangkat Desa Dukuhwringin,, Wawancara (Dukuhwringin, 15 November 

2021). 
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B. RumusanaMasalah Penelitian 

Masalahayang akanaditeliti dalamapenelitian iniaadalah : 

1. Bagaimanaaapraktikapembagian hartaaawarisaabedaaaagamaaadi 

Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi 

KabupatenaTegal ? 

2. Mengapa masyarakat Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin 

Kecamatan Slawi KabupatenaTegal melakukan praktik pembagian 

harta waris bedaaagamaa? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mediskripsikan dan menganalisis praktik pembagian harta waris beda 

agama di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi  

di Kabupaten Tegal. 

2. Mediskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab masyarakat   

Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi 

KabupatenaTegal melakukan praktik pembagian harta waris beda 

agama 

Manfaata/aKegunaanaPenelitian : 

Penelitianainiadiharapkan dapatamemberikan manfaatabaik secaraateoritis  

danapraktis:   
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1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusiakajian keilmuanadalamabidang hukum keluarga Islam, 

khususnya yang berkaitan dengan hukum waris beda agama. 

2. Secaraapraktis, diharapkanapenelitian iniakelak manfaatnyaadapat  

dipergunakanasebagai bahanarujukan : 

a. Bagi Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama 

(KUA) dan Penyuluh Agama yang senantiasa harus selalu siap 

siaga menjawab dan memberikan solusi dalam konseling dan 

mediasi terkait adanya perselisihan tentang harta waris. 

b. Bagi Pemerintah Desa Dukuhwringin sebagai rujukan dalam 

memberikan sosialisasi hukum keluarga kepada warga 

msyarakatnya, agar warga masyarakat lebih memahami tentang 

permasalahan hukum keluarga 

c. Bagi para pembaca hasil penelitian ini sebagai bahan informasi, 

edukasi dan referensi.  

D. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek dari 

penelitian ini, yaitu 

Pertama, Sebuah artikel yang  berjudul PembagianaHarta Warisan 

TerhadapaAhli WarisaBeda AgamaaSerta AkibataHukumnya, karya  Yanti, 

SalmaaSuroyyaaYuni, and YunantoaMulyadi. Artikel ini menjelaskan 

tentang adanyaapenerapan hukumadalamaamar PutusanaPengadilan 

AgamaaSalatiga, statusaahli warisabeda agamaamenjadi ahliawaris 
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danaPenetapan PengadilanaAgama Badung,astatus ahliawaris bedaaagama 

tidakaditetapkanamenjadi ahli waris, tetapi tetap mendapat harta waris 

melalui wasiat wajibah. Menurut hukum waris KUH Perdata ahli waris beda 

agamaatidak menjadi penghalang,  sedangkan dalam hukum waris Islam 

beda agama menjadi penghalang. Disamping itu akibat hukum 

menimbulkan tidak adanya kepastianahukum.
8
 

Persamaan Obyek penelitian adalah "Pembagian Harta Warisan 

Terhadap Ahli Waris Beda Agama, Perbedaannya adalah Pembagian harta 

waris melalui Penetapan Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian peneliti 

disini tidak melalui penetapan pengadilan tapi sudah mentradisi di 

masyarakat / keluarga Islam-Hindu di Desa Dukuhwringin Kec. Slawi Kab. 

Tegal.  

Kedua, Artikel yang berjudul  Ketentuan Ahli waris menurut agama 

Islam dan Hindu, karya Yuni Wulandari, Jurnal Al-Hukama. Artikel ini 

menjelaskan tentang Persamaan ketentuan waris antara agama Islam dan 

Hindu adalah hubungan kekerabatan sama-sama menjadi sebab mewarisi 

dan menghilangkan nyawa seseorang kedua agama penyebab hilangnya hak 

waris. Perbedaannya ada 3 hal yaitu terkait masalah sebab mewarisi. Dalam 

Islam ada hubungan perkawinan dan  wala‟  sedangkan dalam Hindu ada 

pengangkatan anak laki-laki dan anak sentana rajeg, tidak memiliki sifat 

jantan menjadi sebab penghalang dalam hukum Hindu, serta penggolongan 

                                                      
8
 Salma Suroyya Yuni Yanti,, and Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan 

Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." Diponegoro Law Journal,  ( Vol 

5.3,2016): hlm 1. 

 



8 

 

 

ahli waris berikut pembagiannya sangat berbeda dengan Hindu. Perbedaan 

ini disebabkan oleh perbedaan konsep tentang ahli waris dan asas 

kewarisan. Dalam  agama  Hindu,  ahli waris yang diutamakan adalah laki-

laki dan memiliki kriteria tertentu dan sistem kewarisannya adalah asas 

patrilinael (peralihan harta waris melalui satu arah hanya dari garis laki-laki 

saja),  sedangkan dalam Islam adalah asas bilateral (peralihan  harta melalui 

dua arah dari garis laki-laki dan perempuan). Dalam agama Islam, ada orang 

tertentu yang menjadi ahli waris dengan bagian tertentu dengan sebutan  

ashab  al-  furūd,  sedangkan Hindu hanya anak keturunan terutama laki-laki 

meski perempuan juga mendapatkan harta waris namun tidak seleluasa anak 

laki-laki yang mendapatkan 1 bagian ditambah ½ apabila diaaanak sulung 

sedangkanaanakaperempuanahanyaamendapatkana¼anyaasaja.
9
 

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji 

tentang ketentuan ahli waris agama Islam dan agama Hindu sedangkan 

perbedaannya adalah  adalah artikel ini tidak mengkaji tentang ahli waris 

beda agama seperti yang sedang peneliti kerjakan.  

Ketiga, sebuah  Tesis yang berjudul Praktik Pembagian 

WarisnnBeda Dan PeranannHukum PeranannHukum Etnis Dayak 

KecamataniGunung BintangiAwai KabupateniBarito Kuala. Karya Agus 

Salim. Tesis ini menjelaskan tentang pembagiannwarisan yangidilakukan di 

kalanganietnis Dayakidengan caraimembagikan hartaiwarisan 

kepadaiseluruh ahliiwaris. Kewenanganapembagian hartaiwarisan 

                                                      
9
 Yuni Wulandari,. "Ketentuan  Ahli waris menurut agama Islam dan Hindu." Al-

Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law,  ( Vol 4.2,2014): hlm.431 
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diserahkanikepada anakilaki-lakiitertua. Bagianiyang diberikanakepada 

ahliawaris jumlahnyaasama, tanpaamembedakan laki-lakiadan 

perempuanadan jugaatidak membedakanaagama yang diyakiniaoleh 

pewarisaataupun ahliawaris. Yangmmembedakan adalahaahli warisyyang 

mendapatkannharta warisannyangnpaling banyakadan berhakamewarisi 

rumahayang ditempatiaolehapewaris semasaahidup adalahaahli warisayang 

merawatapewaris sewaktu sakitasampai dia meninggaladunia. Dasarahukum 

yangadigunakan dalamapembagian harta warisan di kalangan etnis Dayak 

yaitu menggunakan hukum adat, denganamelibatkan pihakiDewaniAdat 

Dayaka. Mereka mempunyai peranan penting dalam mengatur dan 

mengurus pembagian harta warisan dan berfungsi sebagai mediatori. 

BerdasarkanahukumaIslam, pembagian warisan di kalangan etnis Dayak 

yang membolehkanasaling mewarisiaantara pemelukaagama yangaberbeda, 

adalahatidakimembolehkan. Hal ini sesuaiadengan hadisaRasulullahaSaw, 

yangaartinya “orangaIslam tidakamewarisi hartaaorangakafir, danaorang 

kafiratidakamewarisi hartaaorang Islam”. 
10

 

Persamaan denganapeneliti disini adalahabahwaaperbedaanaagama 

tidakamenghalangi untukasaling mewarisi. Perbedaannya adalah pada lokasi 

dan tidak ada peranan Majlis Dewan adat dalam praktik pembagian harta 

waris.   

Keempat, artikel yang  berjudul KedudukaneAnak SebagaieAhli 

Waris yang beralih agama menurut hukum waris Adat Bali. Karya Nugraha, 

                                                      
10

  Agus Salim, Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat 

Dikalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Kuala. Tesis 

Magister Ilmu Hukum Islam , (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), hlm. xvi 
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GedeaCahayaaPutra, aI. MadeaSuwitra, andaI.aKetut Sukadanaa. Jurnal 

Konstruksi Hukuma1. Artikel ini menjelaskan  bahwaakedudukan 

anakasebagai ahliawaris yangaberalihaaagama dariaagama hinduasecara 

hukumatidak lagiamemiliki hakadan kewajibanaterhadap orangatua, 

kerabataamaupunaamasyarakat. Sedangkanaakibat hukumibagi anak 

sebagaiaahli warisaayang beralihaagama adalahahilangnya hakaanak 

tersebutakarenaasudah tidakabisa memikulasegala kewajibanayang 

akanaditeruskanaoleh orangatuanya danasudah dianggapadurhaka 

kepadaaorang tuaadan leluhurnya. Namuna, denganakembalinya 

anakatersebutamenjadi AgamaaHindu, makaasegala hakadan 

kewajibanayang sebelumnya ditinggalkan dapat diterimanyaaakembali 

dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh keluarga 

yangabersangkutan. 
11

 

Persamaan artikel ini dengan tulisan peneliti adalah sama-sama 

agama non Islam adalah hindu. Perbedaannya adalahabahwa 

kedudukanaanak sebagaiaahli warisayang beralihaaagamaaadari 

agamaahindu secaraahukum tidakaalagi memilikiaahakaadan kewajiban 

terhadap orangatua, kerabatamaupunaamasyarakat. Sedangkanaakibat 

hukumabagi anakaasebagai ahliaawarisaayang beralihaagamaaadalah 

hilangnyaahak anakatersebut. Sehingga anak yang berpindah agama dari 

hindu tidak lagi mendapatkan harta warisan dari orangtua yang masih 

memeluk agama hindu. Ini sangat berbeda dengan kenyataan di Desa 

                                                      
11

 I Gede Cahaya Putra Nugraha,  Made Suwitra, and I Ketut Sukadana,. "Kedudukan 

Anak Sebagai Ahli Waris yang Beralih–Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali." Jurnal 

Konstruksi Hukum (Vol. 1.1. 2020) hlm.227 
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Dukuhwringin yaitu anak tetap mendapat harta warisan oleh orangtua yang 

berbeda agama. 

Kelima, artikel yang berjudul KewarisanaBilateral 

AntaraaAhliaWaris YangaBerbeda AgamaaDalam HukumaPerdata 

DanaKompilasi HukumaIslam. Karya RidwanaJamal, JurnalaIlmiahaAl-

Syir'ah. Artikel ini menjelaskan antara hukum perdata dan KHI 

terjadiaperbedaan mengenaiaakewarisan bilateralaantara ahliawaris yang 

berbeda agama. Hukum perdata mengenal sistem kewarisan bilateralabagi 

paraapihak yangaberbedaaagama, dimana para ahli waris menerima 

bagiannya berdasarkan kekerabatan bapak atau ibu. Berdasarkanarumusan 

hukumaperdata diaaatas dapataadipahami bahwaaperbedaan agamaadalam 

hukum perdata tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, oleh 

karena ituadalamahal pewarisan, jikaatidak terdapatahal sepertiayang 

tersebutadiaatas, maka menurut hukum perdata ahli waris tetap 

mendapatahaknya untuk mewarisi harta pewaris. Dalam 

KompilasiaHukumaIslam (KHI) diterapkanabahwa perbedaan  agama 

menyebabkanaparaapihak tidakadapat salingamewarisi. Walaupunarumusan 

KHI hanya menegaskanabahwa ahliawaris yangaberagama Islamapadaasaat 

meninggalnya pewaris, akan tetapi dapatadipahamiabahwa kompilasiahanya 

memberikan petunjuk bahwa persamaan aqidah menjadi persyaratan 

untukasalingamewarisi.
12

   

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang hak ahli waris 

                                                      
12

 Ridwan. Jamal "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam 

Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah  (Vol. 14.No. 1, 

2016).hlm.2 
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beda agama. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti 

menggunakan  pendekatan antropologi hukum. 

Dari penelitian-penelitian di atas, belum adaapenelitiayang 

membahasatentang praktik pembagianahartaawaris bedaaagama - studi 

Islam Hindu diaKabupaten Tegal. Penelitianayangadilakukan penelitiadalam 

tesisaini adalahapenelitian lapangana(field risechh) dengan pendekatan 

antropologi hukum padaaDesa DukuhwringiniKecamatan Slawi Kabupaten 

Tegal yang membahas bagaimana cara masyarakat Dukuhwringinamembagi 

hartaawaris yangapewaris danaahli warisnyaaberbeda agama,a mengapa 

melakukan praktik pembagian waris seperti tersebut di atas dan apa 

dasarahukum atau norma yangadigunakan dalamapembagian hartaawaris 

tersebut.? Jadi terdapataperbedaan antaraapenelitian yang dilakukan 

olehapeneliti sebelumnyaadengan penelitianayang dilakukanaolehapeneliti. 

Oleh karenaaitu, penelitiamencoba lebihajauh meneliti masalah 

pembagianaharta warisabeda agamaayang terjadi di masyarakat 

Dukuhwringin tersebut. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan antropologi 

hukum. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan 

aspek kebudayaan dan organisasi sosial.
13

 Hukum juga dipelajari sebagai 

proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti 

                                                      
13

 Hilman Hadikusumah, Pengantar Antropologi Hukum, cet. ke-2 (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 1-8 
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secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam 

masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang undangan (hukum 

positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. 
14

 Secara 

antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam 

komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang 

secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial. 

Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai 

pendekatan atau metode, seperti metode historis, normatif, eksploratif, 

deskriptif perilaku, dan studi kasus. Dengan demikian, antropologi hukum 

memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, 

menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku 

manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus-kasus 

perselisihan hukum dalam masyarakat.
15

 Penerapan disiplin keilmuan ini 

akan membantu mengungkap budaya hukum masyarakat, yang merupakan 

manifestasi dari penerimaan atau penolakan terhadap aturan hukum. Sistem 

hukum yang berlaku dianggap sebagai bentuk simbiosis antara manusia, 

masyarakat, kekuasaan, dan aturan-aturan.
16

 

Para Antropolog menangkap hukum sebagai suatu acuan normative 

yang luas dan terus hidup dan berkembang secara dinamis (living law), tidak 

hanya meliputi hukum negara, tetapi juga sistem 

norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan aktor yang 

                                                      
14

 Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum 

Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam  (Vol. 7.1, 2013): hal. 119 
15

 Hilman Hadikusuma, Pengantar, hlm. 8-17. 
16

 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, cet. ke-3 (Bandung: Alumni, 

2010), hlm. 52. 
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ada di dalamnya. Hukum tidak hanya berisi konsepsi normatif hal-hal yang 

dilarang dan dibolehkan, tetapi juga berisi konsep kognitif.
17

 

Pluralisme hukum sangat membantu memberikan penjelasan terhadap 

kenyataan adanya keteraturan hukum (legal order) yang diproduksi 

negara.
18

 Situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju 

pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang 

plural akan melahirkan tata hukum yang plural. Sebaliknya, pemaksaan 

sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia karena sifatnya asosial.
19

 

Hukum dituntut berperan melampaui batas normativitas peraturan, 

sehingga dapat menyentuh akar persoalan, pluralisme hukum menawarkan 

pluralitas memahami hukum dengan tiga aspek penting, yaitu natural law, 

positive law, dan socio legal. Pancasila diletakkan sebagai landasan 

ethic/moral/religion dalam natural law, sehingga Pancasila menjadi 

landasan filosopis keberlakuaan seluruh peraturan di Indonesia. State 

Positive law adalah peraturan perundang- undangan. Law Society, 

diperlukan sebagai pendekatan yang menggabungkan pendekatan 

normatif (normologic) dan sosiologi (nomologic). Dengan demikian, 

dialektika antara moral ethic religion, normologic dan nomologic 

diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa.
20

 

                                                      
17

 Bakti, Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya 

Alam Di Aceh, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, (No. 56 Th. XVII, 2015), hal. 135 
18

 Rikardo Simarmata, Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam 

Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Tim HuMa, (2005). Hal. .3. 
19

 Bakti, Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya 

Alam Di Aceh, Kanun, hal.135., 
20

 Novita Dewi Masyithoh, Dialektika Pluralisme Hukum :Upaya Penyelesaian Masalah 

Ancaman keberagaman dan keberagamaan di Indonesia, Junal Penelitian Sosial Kegamaan, (Vol 

24 No. 2., November 2016),hal. 5. 
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Adapun teori hukum lain yang bersangkut paut dengan pluralisme 

hukum yaitu teori Receptie. Teori receptie   dicetus C. Snouck Hurgronje, 

penganut teori receptie ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku 

adalah hukum adat asli. Dalam hukum adat ini memang telah masuk 

pengaruh hukum Islam, pengaruh hukum Islam itu kata mereka, baru 

mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh     hukum adat dan 

dengan demikian lahirlah dia keluar sebagai hukum adat bukan sebagai 

hukum Islam. Di Hindia belanda teori ini banyak pengikutnya.
21

 

Menurut Hardjito Notopuro hukum adat merupakan hukum yang 

tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang memiliki ciri khas sebagai 

pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan.
22

 Sejalan dengan hal 

itu menurut Soerjono Soekanto hukum adat merupakan keseluruhan adat 

(hukum tidak tertulis) hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat 

berupa kesusilaan kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat 

hukum.
23

 

Dengan demikian sistem hukum waris yang berlaku di desa  

Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal tentang pembagian harta 

waris beda agama antara keluarga Islam dan Hindu secara antropologis 

merupakan manifestasi bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri 

                                                      
21

 Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum 

Islam,(Jakarta : Bina Aksara, 1982), hal. 12-13. 
22

 Hardjito Notopuro, Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum 

Nasional, (Jakarta : Majalah Hukum Nasional, 1969), hal. 49. 
23

 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 

hal. 283. 

 



16 

 

 

dalam komunitas-komunitas masyarakat dan  juga merupakan hukum yang 

secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial 

dimana masyarakat Dukuhwringin mematuhi dan menjalankannya tanpa ada 

pertikaian.  

F. Kerangka Berfikir 

Praktik pembagia harta waris beda agama menganut sistem persamaan hak, 

hal ini sesuai dengan teori Holioltik. Teori Holiolitik menerangkan gejala 

persamaan-persamaan unsur-unsur kebudayaan di berbagai tempat. Bahwa seluruh 

manusia memiliki derajat yang sama. Mereka tidak mengenal perbedaan manusia 

di dunia ini berdasarkan stratifikasi sosial. Sebagai dasar pandangan ini adalah 

bahwa semua sama-sama berdiri di atas tanah, sama-sama dapat berbicara dan 

sama-sama menjalini lakon kehdupan. Karena lakon kehidupan ditentukan oleh 

pribadi yang bersangkutan, dari sini muncul konsep perbedaan manusia. Yang 

dimaksud adalah bahwa semua manusia adalah sama, yang berbeda adalah “laku-

nya” atau perilakunya.
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24

 Moh. Sa‟i Affan, Moh Sa'I. ""Dekonstruksi Konsep Kafa‟ah (Analisis Antropologi 

Hukum di Kalangan Keluarga beda agama), " IJTIHAD 37.1 (2021).hal.93 
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Bagan 1.1 : Kerangka Berfikir 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

Dalam hukum waris agama Islam maupun agama Hindu sama-sama 

mengatur sistem kewarisan yang satu agama antara pewaris dan ahli 

warisnya. Sehingga apabila anak-anak mereka telah                                                           

berpindah agama maka tidak akan mendapatkan hak sebagai ahli waris.  

Namun karena mengingat budaya, adat istiadat, tradisi dan kasih sayang 

orangtua perpindahan agama anak tidak menjadi halangan orangtua 

Praktik Pembagian Harta Waris Beda Agama  

Keluarga Islam-Hindu di Pedukuhan Jomblang 

(Pendekatan antropologi hukum ) 

Anak beragama 

Islam Putra/Putri 

Anak beragama 

Hindu Putra/Putri 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembagian Harta 

Waris Beda Agama  di Pedukuhan Jomblang 

 

Faktor minimnya 

pengetahuan agama 

(teori efektivitas 

hukum) 

Faktor menjaga  

kerukunan  keluarga 

dengan pola interaksi  

sosial dan adaptasi 

Faktor adat dan 

budaya. 

. (Pendapat Hoebel) 

Pola Interaksi Sosial 

(teori Interaksi) 

Pola Adaptasi 

(teori Adaptasi) 

Persamaan 

hak,kerukunan, 

kedamaian (teori 

Holiolitik) 
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memberikan hartanya kepada anaknya tersebut.  

Membahas tentang sistem pembagian waris, masyarakat Hindu pada 

umumnya mengacu pada hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan yang 

berlaku pada masyarakat itu sendiri. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari  

kehidupan masyarakat diberbagai daerahadiaIndonesia, karenaaisetiap 

anggotaamasyarakat diamasing-masing daerahatersebut selaluapatuhapada 

hukumaadat yangamerupakan hukumatidakatertulis, hukumatersebutatelah 

mendarahadaging dalamahati sanubariaanggota masyarakatayangadapat 

tercerminadalam kehidupanadi lingkunganamasyarakataHindu.
25

  

Di Desa Dukuhwringin sendiri praktik pembagian harta waris beda 

agama sudah dilaksanakan sejak dulu sampai sekarang. Tradisi ini peneliti 

tangkap sebagai sesuatu yang langka karena peneliti bandingkan dengan 

kebanyakan masyarakat ketika ada anggota keluarganya yang berpindah 

agama akan dikucilkan, tidak diakui lagi sebagai bagian oleh keluarga 

besarnya dan tidak diberi hak waris. 
26

 

G. MetodeaPenelitian 

 1. Pendekatanapenelitian 

Dalam penelitianaini menggunakanametodeakualitatif dengan 

pendekatan antropologi hukum yang diuraikan secara deskriptif. 

Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, 

yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya 

                                                      
25

 Gede Merthawan, "Implementasi kedudukan anak laki-laki terhadap sistem pembagian 

waris pada masyarakat Hindu di kota Palu" Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan 

Kebudayaan Hindu, ( Vol 9.2,2018): hal. 31. 
26

 Chatarina, Muallaf asal agama Kristen dari Slawi-Tegal, wawancara ,(Slawi, 20 

November 2021) 
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dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya 

terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan 

juga budaya perilaku manusianya. 
27

 

Antropologi menelaah, hukum itu dengan bertolak dari 

kenyataan dengan pendekatan empiris. Dalam pengamatan-

pengamatan empiris kelihatan bahwa hukum yang dirumuskan 

secara universal, artinya berlaku umum untuk suatu wilayah tertentu, 

dalam penerapannya diwarnai oleh ciri-ciri lokal; Hal lain yang juga 

sangat disadari adalah bahwa hukum formal adalah suatu cara 

pengaturan masyarakat yang diharapkan akan memungkinkan 

terwujudnya ketertiban. Dalam usaha mencapai kedamaian bila ada 

konflik-konflik, dalam masyarakat sendiri berkembang norma-norma 

ciptaannya sendiri, yang disepakati dan norma-norma informal 

demikian ini pun menjadi obyek telaah antropologi.
28

 

 2. JenisaPenelitian 

Jenis penelitianaini adalahj penelitian lapangan atau field 

research. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris 

dengan studi antropologi hukum atau sering disebut sebagai 

penelitian hukum non-doktrinal yaitu suatu penelitian yang  

bersumber pada data primer seperti data yang langsung diperoleh 

dari obyek penelitian. Antropologi bertujuan untuk memahami 

praktik kehidupan beragama masyarakat dalam kaitan dan 

                                                      
27

 Ali Sodiqin,. "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum 

Islam." Al-Manahij: hal. 118. 
28

  Hafidzul Ihsan, Pendekatan Empirik dalam Antropologi Hukum, hal.1. 
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kesatuannya dengan budaya.
29 Selain itu peneletian empiris 

umumnya mencari  jawaban terhadap kesenjangan (gap) antara 

hukum yang seharusnya atau hukum positif (das sollen) dengan 

hukum senyatanya atau realita (das sein) di dalam kehidupan 

masyarakat. 30  

3. Sumber data dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Sumber data primer merupakan sumber yang berkaitan 

langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yaitu 

wawancara langsung dengan obyek yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah para ahli waris yang telah menerima 

harta waris beda agama, seperti waheni, Susiati, Gatih, 

Rohati, dan Tono. Tokoh Agama Islam H. Wahadi dan 

Tokoh Agama Hindu Sutarno, dan masyarakat Desa 

Dukuringin Kec. Slawi Kab. Tegal lainnya  

b. Sumber data sekunder, yaitu  Buku-buku, tesis, jurnal dan 

internet.  

4. Teknikapengumpulanadata 

Teknikapengumpulan dataayaitu caraayang digunakanauntuk 

mengumpulkanadata. Teknikaini merupakanalangkahaapaling 

strategisadalam penelitianakarena tujuanautama dariapenelitian 

                                                      
29

 Bustanudin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama 

(Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006), hal.14. 
30

 Yayan Sopyan, Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UIN Jakarta,2010), 

hal.32 
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adalahamendapatkanadata. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitianainiaadalah: 

a. Membuat kerangka terkait data-data 

b. Mengamati Sumber data  

c. Membuat pertanyaan wawancara 

d. Melakukan wawancara dengan para ahli waris, tokoh agama 

Islam dan Hindu dan tokoh masyarakat. 

e. Melakukan transkip hasil wawancara dari lisan menjadi tulisan. 

Dengan teknik penelitian ini mampu memberikan gambaran yang 

sistematis, aktual, faktual dan akurat.   

5.  UjiaKeabsahanaData 

Uji keabsahan data yang penelitiagunakan adalah triangulasi. 

Triangulasi biasa digunakan oleh penelitiadalamamenguji 

keabsahanadata denganamemanfaatkan sesuatuayang lainadialuar 

dataaitu untukakeperluan pengecekanaatau sebagaiapembanding 

terhadapadata tersebutaagar dataabenar-benaravalid. Dalam 

penelitianaini digunakan duaatriangulasi: 

a. Triangulasiadata/sumber. Pada triangulasiaini penelitiatidak 

hanyaamenggunakan informasiadari satuainformanasaja, tetapi 

informasiadari paraainforman dialingkungan tempatapenelitian. 
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b. Triangulasiametode.
31

 Data-dataayang telahadidapatapeneliti 

kemudianadibandingkan satuasama lainnyaaagarateruji 

kebenarannya. 

6.  Teknikaanalisaadata 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilakukan 

transkip  hasil wawancara dari lisan menjadi tulisan. Setelah itu 

peneliti menganalisis dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif yaitu menggunakan penafsiran hukum, penalaran 

hukum dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut peneliti 

paparkan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas 

dan mudah dipahami.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka 

penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:  

Bab I, Pendahuluan, Bab ini sebagai pengantar yang terdiri dari latar 

belakangamasalah,rumusandmasalah,tujuan_penelitian, manfaat, 

kajian_pustaka, methode penelitian dan_sistematika_pembahasan.  

Bab II, Ketentuan kewarisan beda agama menurut Hukum Islam, 

hukum Hindu dan Hukum adat.  

Bab III, Hasil penelitian pembagian harta waris beda agama  di 

                                                      
31

 Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Lihat Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, ..., 

hlm. 29. 
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Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin  Kecamatan Slawi Kabupaten 

Tegal  

Bab IV, Analisis faktor penyebab terjadinya pembagian harta waris 

beda agama  di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin  Kecamatan Slawi 

Kabupaten Tegal. 

Bab V , Penutup. Bab ini berisi 1) Kesimpulan dari keseluruhan tesis 

ini dan 2) saran-saran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Pembagian hartaaawarisaabedaaaagamaaadi Pedukuhan Jomblang, 

Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi,  KabupatenaTegal, tidak 

memandang perbedaan agama dan jenis kelamin ahli warisnya. 

Sehingga semua anak diberi hak untuk mendapatkan harta waris.  

Bagianiyang diberikanakepada ahliawaris jumlahnyaasama, 

tanpaamembedakan agama yang diyakiniaoleh pewarisaataupun 

ahliawaris dan jugaatidak membedakanaantara laki-lakiadan 

perempuan. Harta waris berupa tanah pekarangan, tanah sawah, 

rumah lugu dan uang. Masing-masing dibagi sama rata.  apabila ada 

anak yang tidak kebagian tanah atau sawah atau rumah lugu maka 

anak tersebut mendapatkan  kembalian ( jujulan) berupa uang dari 

mereka yang sudah mendapatkan benda-benda tersebut di atas. 

Praktik pembagian didasari pada persamaan hak dan kerukunan, 

serta musyawarah antar sesama ahli waris.  

2. Masyarakat Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan 

Slawi KabupatenaTegal melakukan praktik pembagian harta waris 

bedaaagama karena dipengaruhi oleh ada 3 faktor penyebab, yaitu : 

Faktor minimnya pengetahuan hukum agama, faktor menjaga  

kerukunan  keluarga dengan pola interaksi sosial dan adaptasi dan 

faktor adat istiadat dan budaya. Masyarakat pedukuhan Jomblang baik 
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yang beragama Islam maupun yang beragama Hindu hidup rukun 

berdampingan, saling menjaga, saling memahami, saling membantu 

dan saling bekerja sama satu sama lain dengan tujuan demi 

terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan 

damai.  

B.   Saran 

Pengkajian Hukum pada masyarakat pedukuhan Jomblang ini bukan 

dilihat dari pendekatan teologis- normatif yang melahirkan klaim penilaian 

benar dan salah, tetapi lebih pada pendekatan antropologi hukum agar 

penilaiannya secara objektif dan bijaksana. Bagi Pemerintah Desa 

Dukuhwringin hendaknya membuat program sosialisasi hukum keluarga 

kepada warga msyarakatnya, agar warga masyarakat lebih memahami 

tentang permasalahan hukum keluarga. Bagi  para mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian peneliti berharap penelitianainiadapatamemberikan 

kontribusiakajian keilmuann dalam bidang hukum keluarga Islam, 

khususnya bidang waris. Bagi Kementerian Agama hendaknya melanjutkan 

program sosialisasi hukum keluarga dan bina kerukunan antar umat 

beragama secara berkala. 
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